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ABSTRAK

Tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya
disejumlah situs maupun museum adalah masalah hukum yang
terjadi di Indonesia namun proses penegakan hukumnya
menemui kendala pada tahap penyidikan PPNS dan Polrn.
Penyidikan seringkali tidak dilanjutkan bahkan dihentikan tidak
sesuai prosedur apabila benda yang diduga Cagar Budaya tidak
memiliki SK Penetapan Cagar Budaya Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan latar belakang penulisan hukum ini
merumuskan tiga rumusan masalah yaitu apa hakikat penyidikan
tindak pidana pencurian benda-benda Cagar budaya dalam
perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Bagaimana
efektifitas penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda
Cagar Budaya oleh penyidik pegawai negr sipil (PPNS),
Bagaimana konsep penyidikan tindak pidana pencurian benda-
benda Cagar Budaya di masa yang akan datang.

Dalam pembahasan, metode pendekatan yang digunakan
dalam penelitian hukum ini yaitu, yuridis normatif jenis data yang
digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum yang berasal dari
Peraturan Perundang-undangan yang ada relevansinya dengan
penyidikan PPNS dalam tindak pidana pencurian benda-benda
Cagar Budaya Indonesia dan untuk memperkuat analisis
penulisan hukum ini juga melakukan konfirmasi dalam bentuk
wawancara kepada PPNS Cagar Budaya dan mengkaji bahan
hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang
dirumuskan dalam penelitian ini, baik terhadap bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

Teknik analisa data menggunakan yuridis kualitatif
berwujud kata-kata dan tidak berwujud angka-angka berdasarkan
pembahasan dihasilkan 3 (tiga) kesimpulan. Pertama pada
hakikatnya penyidikan tidak pidana pencurian benda Cagar
budaya adalah untuk menegakkan hukum sesuai cita hukum
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi
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keadilan, ketertiban, kepastian hukum. Kedua penyidikan tindak
pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya oleh PPNS
sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2010 menemui kendala pada tahap penyidikan PPNS dan
Polri. Ketiga Penyidik kepolisian dan PPNS dalam menindak
kasus pencurian benda-benda Cagar Budaya tidak lagi
berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2010, namun berpedoman pada ketentuan Pasal
31 ayat (5) benda yang diduga Cagar Budaya dilindungi dan
diperlakukan sama seperti Cagar Budaya.

Kata kunci: Benda Cagar Budaya




ABSTRACT

The criminal of theft of Cultural Heritage objects in a
number of sites and museums is a legel problem that occurs in
Indonesia, but the proccess of law enforcement encountered
obstacles at the state of investigating PPNS and Indonesian
National Police (Polri). Investigations are often discontinued and
even stopped which may violate the procedures if the object is
presumed to be a Cultural Heritage does not have a Decree on the
Establishment of Cultural Heritage of the Regional Government.

Accordingly, the background of this law study formulated
three research problems, namely What is the nature of the
investigation of the theft of cultural heritage objects in the
perspective of Law No. 11 of 2010, How is the effectiveness of
investigating the crime of theft of Cultural Heritage objects by
investigators of civil servants ( PPNS), What is the concept of
investigating the crime of theft of Cultural Heritage objects in the
future.

In the discussion, the researcher used the normative
juridical legal research approach. The type of data used was the
primary legal material and secondary legal material. The
technique of collecting legal material derived from legislation
that had relevance to the effectiveness of PPNS investigations in
criminal acts of objects theft of Indonesian culture and to
strengthen the analysis of legal research, confirmation in the form
of interviews with Cultural Heritage PPNS was also made and
reviewed the legal material that has relevance to the problems
formulated in the present study, both primary legal materials,
secondary legal materials and tertiary legal materials.

The data analysis technique used was qualitative juridical in
the form of words instead of numbers. Based on the discussion, 3
(three) conclusions resulted were explained in the following
details: First, in essence, the investigation of the criminal act of
Cultural heritage object theft was to enforce the law in
accordance with the ideals of the law based on the Pancasila and
the 1945 Constitution for the sake of justice, order, legal
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certainty. Secondly, the investigation of criminal acts of Cultural
Heritage objects theft by PPNS as regulated in Article 100 of
Law Number 11 of 2010 encountered obstacles at the state of
investigating PPNS and the National Police. Last, Police and
PPNS investigators in the case of theft of Cultural Heritage
objects were no longer specified by the provisions of Article 1
number 1 of Law Number 11 of 2010, but based on the
provisions of Article 31 paragraph (5) stating that objects
suspected of being Cultural Heritage is protected and treated the
same as Cultural heritage.

Keywords: Cultural Heritage Object
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